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Abstrak 

Keterlambatan klub dalam pembayaran upah pemainnya sering terjadi di lingkungan sepakbola Indonesia.  Seperti yang terjadi pada klub Persegres Gresik di kompetisi Liga 1 2017, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan gaji kepada pemainnya secara tepat waktu. Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum. Aturan ini tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain terhadap klub yang menyalahi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pemain sepakbola profesional di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI.
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Abstract

Delays in clubs in paying their players' wages often occur in Indonesian football. As happened to the Persegres Gresik club in the 2017 League 1 competition, the club does not carry out its obligation to pay salaries to its players on time. Article 71 paragraph 1 of the PSSI statute states that PSSI, PSSI Members, Players, Officials, Affiliated Institutions and / or parties that are affiliated with or related to PSSI cannot file disputes with State Bodies or Institutions or the General Court. This rule is not in line with Article 88 of Law No. 3 of 2005 regarding the National Sports System, Article 88 of the SKN Law states that the resolution of sports disputes can be done through deliberation, arbitration or through courts. The purpose of this study was to determine the form of legal protection for football players who experience delays in payment of wages and legal action taken by players against clubs that violate their rights. This research is a normative juridical legal study that discusses doctrines or principles in legal science. The normative legal research method that examines law from an internal perspective with the object of research is legal norms. The results of this study and discussion indicate that professional football players in Indonesia are subject to Law No.13 of 2003 concerning Manpower. The consequence is that when problems arise between the player and the club, in this case the delay in paying wages, then the form of legal protection and problem solving that can be done by players must be based on the provisions of the Manpower Law. According to Lex Sportiva, the legal remedy that a player can take when experiencing problems with his club is to solve these problems through a mechanism that has been provided by FIFA and PSSI.
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PENDAHULUAN 

   Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Sepakbola dimainkan dengan cara jalan menyepak, berlari, dan menendang bola, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola kegawang lawan dengan mempertahankan gawang kita agar tidak kemasukan bola dari lawan. Sepakbola merupakan cabang olahraga yang banyak mengandung unsur kesenangan, dimana pada aktivitas cabang olahraga ini mempunyai banyak ragam teknik, gaya atau style pemain (Muhajir, 2007).

    Permainan sepakbola pada awalnya dimainkan di negara China sejak abad ke-2M sampai dengan abad ke-3M tepatnya pada masa pemerintahan Dinasti Han (202SM-220M). Rakyat China bermain sepakbola menggunakan bola kulit dengan memasukannya dalam jaring kecil yang kemudian biasa disebut Tsu Chu. Selain di China, permainan sepakbola juga dimainkan di Jepang dengan nama lain Kemari, selanjutnya pada abad ke-16 sepakbola juga mulai banyak digemari di negara lain seperti Italia, Inggris, Meksiko, Romawi, hingga Amerika Tengah. Perkembangan sepakbola di dunia sangatlah pesat, sehingga pada tahun 1904 tepatnya di Prancis didirikan Federation Internationale de Football Asociation (FIFA) (Hinca, 2011). FIFA adalah sebuah badan internasional yang mengatur segala hal yang ada dalam sepakbola di seluruh dunia, dan beranggotakan 209 negara dari seluruh dunia. Perkembangan sepakbola di Indonesia sendiri tidak luput dari peran pedagang yang berasal dari China, selain berdagang mereka juga mengenalkan sepakbola pada masyarakat Indonesia. Pada tanggal 19 april 1930 seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosoegondo mendirikan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), yang kemudian menjadi otoritas tertinggi dalam sepakbola Indonesia (Oktavia, 2017) .
   Sepakbola membangkitkan luapan keinginan dan emosi yang tidak sama dengan olahraga lainnya. Sepakbola menjadi sarana paling tepat untuk mengekspesikan diri, baik di lapangan, di tribun penonton, maupun di depan layar kaca. Lewat sepakbola, orang-orang bisa melepaskan diri dari impitan ekonomi dengan memainkan atau berteriak lantang di tribun stadion. Hanya di sepakbola, sekat ekonomi, jabatan, politik, maupun agama melebur menjadi satu (Miftakhul, 2015).  Tidak salah jika banyak orang di dunia yang mengatakan bahwa sepakbola adalah suatu bahasa universal. Dalam ilmu hukum ada asas yang bernama “ubi societas ibi ius” yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum, maka akan sama halnya jika asas tersebut berlaku di sepakbola yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada sepakbola. Sepakbola akan terus selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

   Pada awalnya klub sepakbola di Indonesia dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah daerah, semua dana dan kebutuhan tim menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  (Erwan, 2017). Perubahan terjadi di era modern, kini sepakbola bukan hanya sekedar soal menang dan kalah, namun sudah menjadi sebuah industri dan bisnis yang cukup menjanjikan. Semua klub sepakbola di Indonesia dituntut untuk menjadi lebih profesional, salah satu wujudnya adalah kewajiban klub sepakbola berstatus badan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini berpijak pada aturan Club Licensing Regulation (yang selanjutnya disebut CLR) , CLR adalah aturan yang dikeluarkan oleh FIFA yang mewajibkan setiap federasi sepak bola negara yang bernaung di bawah FIFA untuk menjalankan pengelolaan klub sepak bola yang profesional. Dalam Pasal 1 CLR menyebutkan: 

“The five categories of minimum criteria are described in five chapters, which are as follows: sporting criteria, infrastructure criteria, personnel and administrative criteria, legal criteria and financial criteria.”

   Pasal 1 CLR tersebut menerangkan bahwa ada lima kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh klub sepakbola agar bisa mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, lima kriteria tersebut adalah kriteria olahraga, kriteria insfrastruktur, kriteria personel dan adminitrasi, kriteria hukum, dan kriteria finansial. Untuk menjadi klub sepakbola yang profesional, klub tersebut harus memiliki lisensi yang diberikan oleh FIFA, dalam Pasal 4 ayat 1 CLR menyebutkan: 

“This chapter defines the legal entity that must apply for the licence and the licence to enter confederation and/or national club competitions.”

   Pasal 4 ayat 1 CLR tersebut menerangkan bahwa untuk mendapatkan lisensi sebagai klub profesional, maka pemohon lisensi harus berbadan hukum dan terdaftar sebagi anggota federasi yang dinaungi oleh FIFA, dalam hal ini adalah PSSI. Aturan ini juga diimbangi oleh Statuta PSSI, Pasal 15 ayat (1) huruf a Statuta PSSI  menyebutkan:

“Para anggota PSSI mempunyai kewajiban untuk Mematuhi secara keseluruhan Statuta, Peraturan-peraturan, Instruksi dan Keputusan-keputusan FIFA, AFC, AFF dan PSSI dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut juga dilaksanakan oleh anggota-anggotanya”.

   Kewajiban klub sepakbola berbadan hukum menjadi sangat penting mengingat adanya pelarangan penggunaan dana APBD untuk membiayai klub profesional, aturan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011. Hal ini membuat klub lebih dituntut untuk mandiri dalam pengelolaannya sebagai klub profesional. Sebagai sebuah klub sepakbola yang berbentuk PT dan berbadan hukum, maka konsekuensinya adalah orang yang bekerja di klub tersebut disebut pekerja. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UUK) menyebutkan: “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dalam hal ini Klub sepakbola bertindak sebagai perusahaan dan pemain sepakbola adalah pekerja yang bekerja di dalam klub tersebut. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan para pemainnya, perjanjian kerja tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 14 UUK, Dalam pasal tersebut memuat kesepakatan dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan mengharuskan kedua pihak untuk saling memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya. 

    Hak dan kewajiban tersebut kemudian akan melahirkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawab, maka telah telah terjadi pelanggaran isi perjanjian (wanprestasi) yang bisa mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian kerja. Bambang Pamungkas seorang pemain sepakbola terkenal di Indonesia pernah berkata:

“sepakbola sudah menjadi sebuah pekerjaan yang membuat kita dibayar untuk memainkan, serta membuat orang membayar untuk menyaksikannya. Sehingga kita diwajibkan untuk selalu menjaga kondisi dan permainan kita tetap pada level terbaik, walaupun terkadang harus mengorbankan kesenangan pribadi, tetapi itulah Profesional” (Aziz, 2018).

   Bermain sepak bola sudah menjadi pekerjaan tetap bagi pemain sepakbola profesional yang bermain di suatu klub, dimana mereka bermain untuk suatu klub dan mengharuskan klub tersebut untuk membayar mereka. Sebagai pemain sepakbola profesional yang terikat dalam kontrak, tentunya di dalam kontrak kerja tersebut tertulis bahwa pemain tersebut akan mendapatkan upah dari klub yang menggunakan jasa mereka hingga berakhirnya perjanjian kerjasama. Berdasarkan pengertiannya yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 30 UUK:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

   Menerima pembayaran gaji adalah hak yang dimiliki oleh pemain dan harus dipenuhi oleh klub yang dibela pemain tersebut, dan pembayaran gaji tersebut harus sesuai dengan isi kesepakatan yang tertera dalam kontrak, baik itu nominal maupun waktu pembayaran gaji tersebut. Faktanya tidak semua hubungan kerja antara pemain sepakbola dan klub berjalan lancar, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak, tentunya hal itu membuat tidak dapat terpenuhinya hak dari salah satu pihak, seperti keterlambatan klub dalam membayar gaji pemainnya, bahkan ada juga klub yang tidak membayar gaji pemainnya sama sekali.

    Keterlambatan klub dalam pembayaran upah pemainnya sering terjadi di lingkungan sepakbola Indonesia. Permasalahan seperti ini tentunya akan sangat merugikan para pesepakbola, mengingat mereka sudah menjalankan kewajibannya sebagai pemain sepakbola dengan memberikan kemampuan maksimal dalam setiap pertandingan yang dimainkan untuk klub yang dibelanya. Di lain pihak, klub tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Seperti yang terjadi pada klub Persegres Gresik di kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 2017, klub tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan gaji kepada pemainnya secara tepat waktu.

“JawaPos.com – Tak hanya terdegradasi ke kompetisi Liga 2 musim depan, Gresik United juga menjadi sorotan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Pasalnya manajemen tim berjuluk Laskar Joko Samudro ini belum membayar gaji pemain selama dua hingga tiga bulan. Presiden APPI, Ponaryo Astaman mengatakan para pemain Gresik United sudah melaporkan masalah keterlambatan gaji yang ditaksir selama dua hingga tiga bulan. Sejauh ini, sambung Ponaryo, Gresik United merupakan satu-satunya tim yang dilaporkan pemainnya karena terlambat membayar gaji. "Secara umum semua berjalan lancar. Cuma pada akhir kompetisi, kami menerima laporan masalah gaji dari Gresik. Kalau tidak salah dua sampai tiga bulan. Pemain sudah mencoba berkomunikasi dengan manajemen klub. Tetapi sampai hari ini belum ada respon," ungkap Ponaryo di Lamongan, Selasa (14/11) sore. ”

    Ada juga permasalahan penunggakan gaji pemain sepakbola yang mengakibatkan meninggalnya pemain sepakbola asing yang berasal dari Paraguay bernama Almarhum Diego Mendieta akibat penunggakan gaji yang dilakukan oleh klubnya yaitu Persis Solo terhadap dirinya, Almarhum Diego Mendieta tidak menerima pembayaran gaji selama 4 bulan yang membuat dia tidak mempunyai biaya hidup yang cukup, sehingga mengakibatkan dia jatuh sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia di Indonesia.

“SOLO, KOMPAS.com — Manajer Persis Solo versi PT Liga Indonesia, Totok Supriyanto, akhirnya angkat bicara terkait kematian pesepak bola asal Paraguay, Diego Mendieta (32). Totok mengatakan, Persis sudah memberikan seluruh hak milik almarhum Diego Mendieta yang belum terbayarkan melalui rekening pribadi istri mendiang Diego Mendieta. Ditemui saat melayat di rumah duka Tiog Ting, Solo, Jawa Tengah, Totok juga menunjukkan bukti transfer sejumlah Rp 131 juta. "Sudah kami realisasikan semua dan kami transfer ke rekening pribadi istri mendiang yang ada di Paraguay sebesar Rp 131 juta. Dengan rincian 4 bulan gaji Rp 21 juta x 4 bulan, kekurangan dan DP kontrak Diego senilai Rp 47 juta dan Rp 50 juta untuk kepulangan ke Paraguay," kata Totok Supriyanto. Totok mengaku kondisi klubnya memang serba krisis dan kekurangan dana. Seperti diberitakan sebelumnya, Diego Mendieta meninggal dunia karena sakit dalam usia 32 tahun di Rumah Sakit Dr Moewardi, Solo, Selasa (4/12/2012) dini hari, Diego meninggal dunia dalam keadaan serba kekurangan akibat tidak dibayarnya gaji selama 4 bulan oleh klubnya yakni Persis Solo. ”

   Dalam beberapa kasus, pemain yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah berani mengadukan permasalahannya kepada Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), APPI adalah suatu organisasi yang didirikan oleh beberapa mantan pemain sepakbola di Indonesia yang bertujuan untuk menjadi jembatan untuk klub dan pemain ketika terjadi permasalahan, APPI sendiri sudah diakui oleh PSSI dan berafilasi di bawah naungan Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro). Dalam penyelesaian sengketa antara klub dan pemain, peran APPI adalah sebagai pendamping bagi pemain dan membantu pemain yang mengalami permasalahan tersebut untuk memperoleh haknya.

   Persoalannya ketika pemain meminta pertanggung jawaban dari klub, masih ada kebingungan terkait dasar atau aturan dalam permasalahan tersebut. Jika konteksnya antara dua pihak yaitu perusahaan dan pekerja, maka yang digunakan adalah perselisihan hak, dan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial. Beberapa pihak juga menyarankan untuk menggunakan dasar wan prestasi, karena salah satu pihak telah melanggar janji, dan penyelesainnya dilakukan di Pengadilan Negeri. Yang lebih rumit lagi ternyata di dalam statuta Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan:

“PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan peraturan FIFA. Setiap perbedaan pendapat harus diajukan ke Yurisdiksi FIFA atau PSSI.”

   Aturan ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (yang selanjutnya disebut dengan UU SKN), dalam Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan.Perlindungan terhadap hak-hak pemain sepakbola dalam pelaksanaannya di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, begitu juga dengan alternatif penyelesaian ketika terjadi permasalahan yang dialami oleh pemain sepakbola dan jika terus dibiarkan maka akan berdampak buruk untuk sepakbola Indonesia. Berangkat dari permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah”.     

Oleh karena itu muncullah dua rumusan masalah yakni : 

Apa bentuk perlindungan hukum untuk para pemain sepakbola profesional di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah ?

Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemain sepakbola profesional di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah ?

        Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia terhadap klub yang menyalahi hak-haknya, sehingga ada kejelasan dalam pemenuhan hak yang seharusnya diperoleh pemain sepakbola.
     Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah kajian teoritiknya mengenai perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, kajian umum tentang sepakbola, pemain sepakbola sebagai pekerja, hak dan kewajiban pemain sepakbola, hak dan kewajiban klub sepakbola, tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja, alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa dalam sepakbola.

METODE

    Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Peter, 2011) Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia terhadap klub yang menyalahi hak-haknya, sehingga ada kejelasan dalam pemenuhan hak yang seharusnya diperoleh pemain sepakbola. 

    Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter, 2011), yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pemain sepakbola profesional di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah. dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yakni pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin, pandangan, dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum (Peter, 2011), karena dalam penulisan ini dibahas mengenai konsep-konsep tentang perlindungan hukum, konsep-konsep mengenai pemain sepakbola profesional sebagai seorang pekerja, teori hubungan kerja, teori mengenai upah, serta teori mengenai Lex Sportiva. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang (Soerjono, 2011).

      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 

      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Mukti, 2013). Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah. Hubungan kerja antara klub sepakbola dan pemainnya pada dasarnya sama dengan hubungan antara perusahaan dan pekerjanya, jika klub sepakbola adalah sebuah perusahaan, maka kedudukan pemain di klub tersebut adalah sebagai seorang pekerja yang terikat kontrak dengan klub tersebut, dan sudah menjadi suatu keharusan bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana mestinya. Dalam berjalannya kontrak, terkadang ada masalah yang kemudian menimbulkan sengketa antara kedua pihak, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh klub sepakbola terhadap pemainnya.

Ditinjau dari bentuk perjanjian kerjanya, maka hubungan kerja antara klub sepakbola dan pemainnya termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT). Pada umumnya pemain sepakbola di Indonesia memiliki masa kontrak yang relatif singkat, hanya sekitar 1-2 tahun saja. Sehingga, dengan durasi kontrak yang cukup singkat maka pemain akan sangat rugi ketika klub terlambat membayarkan upah dan melanggar kesepakatan kontrak yang sudah terjalin antara kedua pihak. Oleh karena itu terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perjanjian kerja di antara keduanya dan bisa memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang haknya tidak bisa terpenuhi dengan semestinya.

Kemudian, mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemain dalam permasalahan tersebut. Ketika seorang pemain mengalami suatu pemasalahan dengan klubnya, maka ada upaya-upaya hukum yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemain tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Faktanya, bagi pemain, hal tersebut dirasa cukup sulit dan membingungkan, sehingga kebanyakan pemain memilih untuk bersikap pasrah dan hanya berharap pada itikad baik dari pihak klub untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakjelasan mengenai forum/tempat penyelesaian sengketa antara pemain dan klubnya, ada beberapa konflik norma yang terjadi antara peraturan FIFA, PSSI dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai hal itu.

Pasal 88 UU SKN, menyebutkan bahwa sengketa dalam keolahragaan di selesaikan melalui:

“Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Pada sisi lain, Pasal 59 statuta FIFA menyebutkan bahwa:

“The confederations, member associations and leagues shall agree to recognise CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated players and officials comply with the decisions passed by CAS. The same obligation shall apply to intermediaries and licensed match agents.

Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.

The associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the association or disputes affecting leagues, members of leagues, clubs, members of clubs, players, officials and other association officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of the association or confederation or to CAS. The associations shall also ensure that this stipulation is implemented in the association, if necessary by imposing a binding obligation on its members. The associations shall impose sanctions on any party that fails to respect this obligation and ensure that any appeal against such sanctions shall likewise be strictly submitted to arbitration, and not to ordinary courts of law.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anggota FIFA dilarang untuk menyelesaikan suatu permasalahan/sengketa yang terjadi di ranah sepakbola melalui National Court atau Ordinary Court, kecuali jika ada peraturan FIFA atau ketentuan hukum yang mengikat dan secara khusus menyediakan solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di pengadilan biasa atau pengadilan di negara tersebut. Dari peraturan-peraturan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa FIFA dan PSSI secara tegas melarang setiap anggotanya menyelesaikan permasalahan/sengketa diluar pengadilan FIFA, dan harus menyelesaikan sengketa melalui forum yang disediakan oleh FIFA dan PSSI seperti yang tertuang di statuta tersebut. Ketidakpastian aturan ini membuat pemain kebingungan menentukan langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahannya.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah

a. Lex Sportiva (Hukum Olahraga)

Sebelum menuju pada pembahasan mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa pemain sepakbola professional yang mengalami permasalahan keterlambatan pembayaran upah, harus dipahami terlebih dahulu mengenai konsep hukum olahraga atau yang biasanya dikenal dengan Lex Sportiva, agar bisa menjawab secara tepat mengenai bentuk perlindungan hukum dan pemilihan forum penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemain dan klub sepakbola. Penjelasan mengenai Lex Sportiva dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah sistem hukum transnasional.  Hukum transnasional sendiri adalah hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif (Franck, 2007). 

Keberadaan FIFA adalah contoh konkret dari hukum transnasional itu, FIFA menjadi satu-satunya federasi sepakbola internasional yang menaungi asosiasi-asosiasi sepak bola negara-negara di seluruh dunia tanpa terkecuali, FIFA juga memiliki kekuatan untuk menegakkan hukumnya sendiri, sehingga sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional tidak bisa mengintervensi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh FIFA. Misal, Tim Nasional Indonesia dijatuhi hukuman oleh FIFA yakni bertanding tanpa dihadiri oleh penonton, meskipun secara yuridiksi Timnas Indonesia bermain di wilayah Indonesia, namun negara tidak bisa berbuat apa-apa dengan hukuman yang diberikan FIFA kepada Timnas Indonesia tersebut.

Lex Sportiva sendiri merupakan sistem hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan sifatnya internasional, misalnya FIFA dan BWF (Badminton World Federation) dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara maupun intervensi dari hukum internasional. (Franck, 2007). Lex sportiva secara tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara. Dalam penyelesaian sengketa di dunia olahraga, campur tangan atau intervensi pemerintah suatu negara sangat tidak dibenarkan. Bahkan federasi internasional cabang olahraga ini tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada anggota federasi  dari negara yang pemerintah atau negaranya melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga ini. Dimitros Panagiotopoulos menyatakan bahwa,

“Lex Sportiva is a legal order, which incorporates state-adopted law and the law adopted by national and international bodies representating organized sport. These bodies operate to the standart of unions and in the context of the autonomy granted to such bodies and operate within states in a pyramid-like fashion and at international level in the form of a special relationship linking them to the relevant international sport federation. The law produced in this manner is thus a law which is, in essence, non-national law, which claim for itself direct and preferential application within sport legal order and the par excellence law in sport life” (Dimitros, 2007). 

Lex Sportiva dipahami sebagai bagian dari Global Sport Law. Global Sport Law sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem hukum yang mandiri yang diciptakan oleh institusi-institusi global privat untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan kompetisi sepakbola secara internasional yang sifatnya global, berdaulat dan mempunyai imunitas atas kewenangannya dalam mengelola, menyelenggarakan, dan menyelesaikan sengketa sepakbola professional dari hukum positif suatu negara dan hukum internasional (Ken, 2003).  Ken Foster, seorang pakar hukum olahraga menegaskan:

“International sport federation control and govern international sport. They have rulebooks and constitutions. They take decisions that they can have profound effect on the carrers of the players and that have important economic consequences. They are autonomous organization and are independent of national government. How they are governed and how their activities are regulated are key questions. In particular they claim an immunity from legal proceedings that is almost unique amongst international NGOS.” (Ken, 2003)
Ken Foster merumuskan bahwa Lex Sportiva as a Global Sports Law adalah peraturan hukum independen dan otonom, yang diciptakan oleh lembaga-lembaga swasta global, yang melintasi wilayah hukum negara, dan mengatur olahraga secara internasional. Karakteristik utamanya adalah aturan tersebut bersifat kontraktual yang kekuatan mengikatnya berasal dari perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada otoritas dan yurisdiksi federasi-federasi olahraga internasional tersebut.

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa federasi-federasi olahraga internasional memiliki aturan hukum mandiri terpisah dan mandiri secara global. Hal ini menunjukan bahwa federasi-federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional, mereka bisa mengatur dirinya sendiri melalui institusi-institusi internal maupun eksternal yang mereka ciptakan sendiri. FIFA adalah salah satu federasi olahraga internasional yang mempunyai sistem hukumnya sendiri (independen), sebuah sistem hukum yang memungkinkan sistem hukum nasional tidak bisa ikut campur.

 FIFA menganggap dirinya adalah pemilik tunggal cabang olahraga sepakbola di dunia yang berwenang penuh dan berkuasa serta berdaulat atas pengelolaan (mulai dari perencanaan hingga pengaturan), penyelenggaraan, pengawasan serta pengendalian pertandingan sepakbola, termasuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepakbola. FIFA memiliki sistem hukum sendiri dan berdaulat penuh, serta menyatakan dirinya tidak bisa (tidak mau) diintervensi oleh siapa pun termasuk oleh negara yang asosiasi sepakbolanya menjadi anggota FIFA. Bagi FIFA kewenangan negara hanya berwenang untuk menyediakan fasilitas dan infrastuktur sepakbola, namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa sistem hukum negara akan tetap berlaku dan bersinggungan dengan keberadaan sistem hukum FIFA itu sendiri, karena aktivitas sepakbola itu berlangsung dalam wilayah suatu negara. Dalam hal ini PSSI sebagai anggota FIFA wajib mengikuti tata cara seperti perizinan pengamanan pertandingan, perizinan penggunaan stadion, dan pendirian klub sepakbola.

b. Kedudukan Hukum Nasional Terhadap Suatu Permasalahan Pembayaran Upah Yang Terjadi Dalam Sepakbola

Pemain sepakbola professional menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikategorikan sebagai seorang pekerja dan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Karena berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di sebutkan bahwa, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub juga telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, yakni adanya pekerja, adanya upah, adanya perintah, dan adanya waktu tertentu. Seorang pesepakbola profesional sebagai pekerja, ia menyediakan jasa berupa kemampuannya mengolah bola untuk kemudian dengan kemampuan dan skill yang ia punya dapat mendatangkan keuntungan berupa prestasi bagi pihak klub sebagai perusahaan/pemberi kerja. Klub kemudian menjalankan kewajibannya yaitu membayarkan upah kepada pemain sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja antara keduanya, sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh pesepakbola tersebut.

Perjanjian kerja yang terjadi antara pemain sepakbola dengan klubnya menunjukan bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu hukum perjanjian dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja layaknya mereka menaati undang-undang. Faktanya, ketika kompetisi berlangsung ada beberapa klub yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar upah kepada pemainnya. Hal ini membuat klub sebagai perusahaan melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 95 ayat 2 UUK “pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh”. Kemudian, mengenai forum penyelesaian sengketa hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemain sepakbola profesional adalah seorang pekerja, dan hal ini membuat mereka tunduk pada aturan yang ada pada UUK. Pasal 136 UUK menyebutkan:

(1)”Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi antara pekerja dan pengusaha diselesaikan secara musyawarah hingga menemui kata sepakat, dan jika tujuan pertama tidak tercapai, maka pekerja dan pengusaha menyelesaikan sengketa melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah diatur dengan undang-undang, dalam hal ini adalah UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Jika merujuk pada UU PPHI, maka sengketa yang terjadi antara pekerja dan pengusaha diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Indonesia sendiri terdapat UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional(UU SKN). Pasal 1 ayat 1 UU SKN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keolahragaan adalah “segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan”. Dari penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam kegiatan olahraga memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai hubungan kerja antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola professional yang timbul dari adanya kompetisi atau kejuaraan dibidang olahraga yang merupakan salah satu bentuk kegiatan olahraga. Sehingga berdasarkan asas Lex specialis de rogat legi genaralis dalam kegiatan olahraga, hubungan hukum antara pemain sepakbola dan klub sepakbola berlaku ketentuan dalam UU SKN.

Pasal 88 UU SKN juga mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam keolahragaan, yang di selesaikan melalui:

1.
“Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

2.
Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.
Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian jika penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tidak tercapai maka dapat berlanjut melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. 

Pada ayat (3) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. Apakah yang dimaksud dengan “pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya”? Apakah Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri atau pengadilan khusus olahraga? Hinca Panjaitan seorang pakar hukum olahraga mengatakan bahwa “Kata-kata pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya berarti sistem peradilan lembaga itu sendiri. Maksudnya (Pasal itu-red) Negara nggak campur tangan, jadi induk-induk olahraga menciptakan peradilan sendiri-sendiri.” (Hinca, 2011) Jika merujuk pada pendapat Hinca Panjaitan tersebut, maka langkah yang dipilih oleh pemain dan klub ketika terjadi sengketa yaitu memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui peraturan yang sudah dibuat oleh FIFA dan PSSI dan bukan memilih Pengadilan Hubungan Industrial sebagai forum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dianggap tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati apa yang ada dalam Statuta FIFA dan PSSI untuk menghindari penyelesaian melalui pengadilan dan menyelesaikan melalui lembaga peradilan yang sudah disediakan dalam statuta FIFA maupun PSSI.

c. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola profesional di Indonesia yang mengalami keterlambatan pembayaran upah.

Permasalahan keterlambatan pembayaran upah yang dialami oleh pemain sepakbola profesional di Indonesia sudah menjadi hal yang sering terjadi setiap tahun-nya. Ketika terjadi permasalahan seperti ini peran FIFA dan PSSI sangat dibutuhkan, sebagai induk organisasi sepakbola, FIFA maupun PSSI wajib melindungi setiap anggotanya. Berdasarkan konsep Lex Sportiva yang sudah dijabarkan di atas, maka setiap federasi-federasi olahraga di dunia bisa membuat peraturannya sendiri dalam setiap aspek yang ada dalam bidang olahraganya dan aturan tersebut sifatnya adalah mutlak. Begitu juga dengan FIFA, sebagai bentuk perlindungan terhadap anggotanya, FIFA memiliki aturan sendiri dalam penyelenggaraan olahraganya, salah satunya adalah ketika terjadi sengketa antara klub sepakbola dengan pemainnya, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh klub terhadap pemainnya. Mengacu pada konsep Lex Sportiva, sengketa yang terjadi dalam sepakbola harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA tanpa bisa diintervensi oleh aturan hukum nasional maupun internasional, walaupun sengketa tersebut terjadi dalam yuridiksi suatu negara. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 59 statuta FIFA yang menyebutkan :

1. “The Confederations, Members and Leagues shall agree to recognise CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated Players and Officials comply with the decisions passed by CAS. The same obligation shall apply to intermediaries and licensed match agents.

2. Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.

3. The Associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the Association or disputes affecting Leagues, members of Leagues, clubs, members of clubs, Players, Officials and other Association Officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of the Association or Confederation or to CAS. The Associations shall also ensure that this stipulation is implemented in the Association, if necessary by imposing a binding obligation on its members. The Associations shall impose sanctions on any party that fails to respect this obligation and ensure that any appeal against such sanctions shall likewise be strictly submitted to arbitration, and not to ordinary courts of law.”

Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 10 ayat 2 circular FIFA No. 1171 tanggal 24 November 2008 yang berisi mengenai ketentuan minimum dalam kontrak pemain sepak bola profesional atau Professional Football Player Contract Minimum Requirements, yang berbunyi :

“Subject to national legislation any dispute between the club and the player regarding this employment contract shail be submitted to independent and impartial arbitration composed of equal representatives of each party (employer and employee) under the member association's statutes and regulation, or to CAS. Such decisions are final. Under the conditions mentioned in the FIFA Regulations on the status and transfer of player, disputes may be settled by the Dispute Resolution Chamber, with an appeal possibility to CAS.

Important Remark : labour issues are covered by national law and in certain countries arbitration on labour disputes in not allowed.”

Melalui circular FIFA tersebut, semakin menunjukan bahwa FIFA benar-benar melarang menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negara.

Sejalan dengan statuta FIFA, PSSI sebagai anggota FIFA yang menaungi setiap pemain dan klub sepakbola profesional yang berkompetisi di Indonesia juga menegaskan dalam Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI, bahwa :

“PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan peraturan FIFA. Setiap perbedaan pendapat harus diajukan ke Yurisdiksi FIFA atau PSSI.”

Statuta FIFA dan PSSI secara tegas telah menyatakan bahwa setiap anggota FIFA yaitu PSSI, klub, pemain, offisial, serta pihak-pihak lain dalam lingkup sepakbola seperti agen pemain dan agen pertandingan tidak diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa melalui National Court atau Ordinary court, tetapi harus menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa yang telah di sediakan dalam statuta tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya wajib ditaati oleh para pemain dan klub sepakbola di Indonesia karena mereka mengikuti kompetisi yang dinaungi oleh FIFA dan diselenggarakan oleh PSSI sebagai anggota dari FIFA.

Ketika terjadi sengketa dalam ranah sepakbola yang melibatkan klub dan pemain, kedudukan statuta FIFA menjadi lebih superior ketimbang hukum nasional sekalipun, karena FIFA merupakan satu-satunya organisasi sepakbola di dunia yang mengkoordinir dan membawahi asosiasi-asosiasi sepakbola berbagai negara dan dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang tidak menjalankan peraturan yang sudah dibuat. Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogate legi generalis, dimana statuta FIFA dan PSSI sebagai ketentuan yang lebih khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan suatu negara ketika terjadi permasalahan dalam ranah sepakbola.

FIFA juga telah mengatur dan memberikan sanksi tegas kepada setiap klub sepakbola yang melakukan penunggakan upah terhadap pemainnya. Pasal 12bis article 1-4 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (yang selanjutnya disebut FIFA RSTP) menjelaskan bahwa :

1.
“Clubs are required to comply with their financial obligations towards players and other clubs as per the terms stipulated in the contracts signed with their professional players and in the transfer agreements.

2.
Any club found to have delayed a due payment for more than 30 days without a prima facie contractual basis may be sanctioned in accordance with paragraph 4 below.

3.
In order for a club to be considered to have overdue payables in the sense of the present article, the creditor (player or club) must have put the debtor club in default in writing and have granted a deadline of at least ten days for the debtor club to comply with its financial obligation(s).

4.
Within the scope of their respective jurisdiction (cf. article 22 in conjunction with articles 23 and 24), the Players’ Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge may impose the following sanctions:

a.
a warning;

b.
a reprimand;

c.
a fine;

d.
a ban from registering any new players, either nationally or internationally, for one or two entire and consecutive registration periods.”

Dari aturan tersebut bisa disimpulkan bahwa FIFA secara tegas memberikan peringatan, teguran, denda, larangan melakukan aktivitas transfer pemain, bahkan larangan mendaftarkan pemain dalam satu hingga dua periode pendaftaran pemain kepada klub yang menunggak upah para pemainnya, sehingga membuat klub akan kesulitan dalam menjalani kompetisi.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah

Problematika utama yang dihadapi oleh pemain sepakbola professional Indonesia adalah menentukan forum penyelesaian yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan klub tempatnya bermain. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, sebagai pemain sepakbola profesional yang bermain di klub sepakbola yang merupakan anggota PSSI dan berada di bawah naungan FIFA, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah diatur dalam statuta FIFA maupun PSSI, dalam statuta tersebut ada beberapa forum penyelesaian sengketa yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI. Dalam Pasal 57 ayat 1 statuta FIFA disebutkan bahwa, 

“FIFA recognises the independent Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne (Switzerland) to resolve disputes between FIFA, member associations, confederations, leagues, clubs, players, officials, intermediaries and licensed match agents.”

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan bahwa,

“Merujuk pada ketentuan pasal terkait didalam Statuta FIFA, setiap banding yang diajukan terhadap keputusan FIFA yang bersifat final dan mengikat akan didengar oleh CAS di Lausanne, Swiss. Namun, CAS tidak akan mendengar banding atas Pelanggaran Laws of The Game, pemberhentian sementara (skorsing) hingga 4 (empat) pertandingan atau hingga 3 (tiga) bulan atau keputusan yang disahkan oleh Badan Arbitrase dari Asosiasi atau Konfederasi yang independen.”

Dari statuta tersebut bisa dilihat bahwa FIFA dan PSSI mengakui dan menganjurkan kepada setiap anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum penyelesaian sengketa Court of Arbitration for Sport (CAS).

Seiring bergulirnya waktu dan timbulnya berbagai problematika, membuat pilihan forum penyelesaian sengketa tidak hanya berhenti pada CAS, terdapat pula beberapa forum penyelesaian lain yang dibentuk oleh FIFA, seperti Dispute Resolution Chamber(DRC) dan National Dispute Resolution Chamber(NDRC). Sehingga, dapat di tarik kesimpulan forum penyelesaian sengketa dalam olahraga dalam hal ini sepakbola di Indonesia adalah CAS, DRC, dan NDRC.

Court of Arbitration for Sport (CAS)

Court of Arbitration for Sport (CAS) adalah salah satu bentuk dari arbitrase institusional. CAS dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis keolahragaan yang dialami oleh klub, atlit-atlit, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga semua aktivitas yang berhubungan dengan dunia olahraga.

“The Court of Arbitration for Sport (CAS) evolved from pressure in the early 1980s to find an ultimate, authoritative and neutral solution to judicial disputes among athletes, international and national sports federations, national Olympic committees and Olympic and other games organizers. The Olympic Movement decided to create a final and binding court of arbitration for all sports related disputes, including doping cases”(Richard, 2001). 

Ide pembentukan Arbitrase Olahraga Internasional adalah dalam rangka untuk melindungi semua aktivitas yang berhubungan dengan bidang keolahragaan(Andrian, 2004).  CAS dibuat pada tahun 1984 sebagai bagian dari Komite Olimpiade Internasional, untuk memecahkan berbagai problem terkait meningkatnya jumlah konflik olahraga.

Court of Arbitration for Sport (CAS) sebagai sebuah lembaga arbitrase juga memiliki hukum acara tersendiri agar sengketa yang diselesaikan melalui forum arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu singkat, fleksibel dan pada tahap tertentu bisa bersifat rahasia, CAS juga mengadopsi prinsip-prinsip tersebut.  Secara umum, CAS berwenang untuk menyelesaikan semua jenis sengketa yang berkaitan dengan olahraga. Secara kelembagaan CAS membuat dua divisi yang memiliki kewenangan berbeda, yaitu Divisi Arbitrase Biasa (the ordinary arbitration division) dan Divisi Arbitrase Banding (the appeals arbitration division). 

Berkaitan dengan sepakbola, yuridiksi CAS sendiri diatur dalam Pasal 58 statuta FIFA,

“Appeals against final decisions passed by FIFA’s legal bodies and against decisions passed by confederations, member associations or leagues shall be lodged with CAS within 21 days of receipt of the decision in question.

Recourse may only be made to CAS after all other internal channels have been exhausted.

CAS, however, does not deal with appeals arising from:

violations of the Laws of the Game;

suspensions of up to four matches or up to three months (with theexception of doping decisions);

decisions against which an appeal to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of an association or confederation may be made.

The appeal shall not have a suspensive effect. The appropriate FIFA body or, alternatively, CAS may order the appeal to have a suspensive effect.

FIFA is entitled to appeal to CAS against any internally final and binding doping-related decision passed in particular by the confederations, member associations or leagues in accordance with the provisions set out in the FIFA Anti-Doping Regulations.

The World Anti-Doping Agency (WADA) is entitled to appeal to CAS against any internally final and binding doping-related decision passed in particular by FIFA, the confederations, member associations or leagues in accordance with the provisions set out in the FIFA Anti-Doping Regulations.”
Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa CAS memiliki wewenang untuk mengadili setiap sengketa sepakbola yang diajukan oleh setiap anggota FIFA seperti permasalahan pembayaran gaji yang terlambat, pemutusan kontrak sepihak dari klub terhadap pemain, namun CAS tidak bisa mengadili sengketa yang timbul dari aturan permainan di atas lapangan, seperti pelanggaran terhadap Laws Of The Game, pemberian hukuman larangan bertanding terhadap klub maupun pemain. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa setiap anggota FIFA bisa mengajukan banding terhadap keputusan akhir yang disahkan oleh badan hukum FIFA dan keputusan yang diambil oleh konfederasi, ke CAS dalam waktu 21 hari sejak diterimanya keputusan tersebut. Selain itu, CAS juga berwenang untuk mengadili kasus doping yang terjadi dalam ranah sepakbola.

Ada beberapa keuntungan yang terdapat dalam CAS , antara lain yaitu : (Kusumawardana, 2004)
CAS dibuat khusus untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan.

CAS dibuat secara khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga. Sengketa yang berhubungan dengan olahraga biasanya bersifat kompleks dan membutuhkan pengetahuan hukum secara khusus dalam bidang olahraga yang tidak dimiliki oleh hakim pada umumnya. Sehingga para arbiter di CAS dipilih dari daftar arbiter yang ditunjuk karena kompetensinya dibidang hukum dan pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas olahraga.

Bersifat mudah dan fleksibel

Prosedur beracara di CAS dikenal cukup sederhana dan fleksibel, hal ini dibuat untuk menghindari hal-hal formalitas yang berlebihan. Para pihak dapat ke CAS yang artinya pemohon membuat pernyataan alasan secara singkat (Ordinary Procedure) atau melalui pernyataan sederhana mengenai banding (Appeals Procedure). Pihak lawan kemudian menjelaskan posisinya dalam jawaban tertulis. 

Pada akhirnya, para pihak dipanggil untuk proses pembuktian (mendengarkan saksi, keterangan ahli, dan lain-lain) dan untuk pembelaan lisan. Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih arbiternya secara bebas dari daftar yang diberikan oleh CAS. Bahasa yang dipergunakan CAS adalah bahasa Inggris dan Perancis, dua bahasa tersebut adalah bahasa yang sering digunakan dalam dunia olahraga. Para pihak juga dimungkinkan untuk meggunakan bahasa lain selama proses. Para pihak dapat hadir sendiri dihadapan CAS atau dapat diwakilkan oleh wakilnya yang merupakan lawyer ataupun bukan.
Proses beracara berlangsung cepat

Dalam bidang olahraga, penyelesaian sengketa harus segera diselesaikan. Karir atlit yang relatif singkat membuat dia harus mampu mendapatkan keputusan dalam waktu yang singkat ketika menghadapi sengketa. Dalam waktu yang bersamaan, ferderasi harus mampu untuk mengetahui seberapa cepat sengketa dapat diselesaikan. Jika perlu tanpa penundaan. Aturan Prosedural dirancang secara fleksibel untuk menyelesaikan sengketa dengan batasan waktu tertentu yang disesuaikan dengan kondisi tiap kasus. Dalam kasus yang mendesak dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam prosedur banding, aturan prosedur ditetapkan selama empat bulan sejak pernyataan banding.

Bersifat rahasia

Tidak seperti prosedur pada umunya, prosedur di CAS bersifat privat tanpa publik dan media  bisa mengetahuinya. Pada prinsipnya, proses beracara tidak diperkenankan untuk publik dan media mengetahuinya dan hanya para pihak yang menerima salinan putusan arbitrase. Kerahasiaan ini dimaksudkan untuk membentuk suasana yang tenang bagi penggugat, tergugat dan arbiter.

Prosedur beracara dalam CAS meliputi tiga cara, yaitu prosedur beracara pada umumnya, prosedur beracara biasa, dan prosedur beracara banding. (Kusumawardana, 2004).
Prosedur beracara pada umumnya
Prosedur beracara dalam CAS yang pertama adalah prosedur beracara pada umumnya, yakni prosedur beracara yang sama dengan proses beracara pada peradilan arbitrase biasa (Kusumawardana, 2004).
Berdasarkan Pasal R28 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes CAS berkedudukan di Lausanne, Switzerland.

Berdasarkan Pasal S12 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, CAS memutuskan sengketa melalui panel. Panel menyelesaikan sengketa melalui arbitrase biasa dalam kasus di mana para pihak yang bersengketa memutuskan untuk melakukan arbitrase melalui CAS. Sementara itu, dalam hal sengketa yang timbul dari putusan badan olahraga terkait, maka CAS berwenang untuk memberikan resolusi melalui banding.

Pihak yang berwenang untuk beracara di CAS adalah setiap individu maupun badan hukum yang memiliki kapasitas dan kekuasaan untuk melakukan arbitrase, misalnya atlet, klub, federasi, panitia penyelenggara, sponsor, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal R29 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes arbitrase dilakukan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Para pihak juga dapat memilih menggunakan bahasa lainnya sesuai dengan persetujuan panel.

Berdasarkan Pasal R-30 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes Para pihak dapat diwakili atau didampingi oleh orang pilihannya baik pengacara atau bukan.

Berdasarkan Pasal R45 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, para pihak dapat menentukan hukum mana yang digunakan. Apabila tidak ditentukan, maka hukum yang digunakan adalah hukum Swiss atau tempat para pihak berasal. Dalam sengketa sepakbola dimana para pihak telah menggunakan FIFA Rules, maka Panel pada umumnya akan menggunakan FIFA Rules baru kemudian hukum Swiss.

Berdasarkan Pasal S13-19 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Panel yang memeriksa sengketa pada masing-masing divisi dapat terdiri dari satu atau tiga orang wasit (arbitrator) sesuai dengan kesepakatan para pihak. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para wasit dari daftar yang telah disediakan  oleh  the international council of arbitration for sport(ICAS).

Berdasarkan Pasal R46 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Putusan dalam CAS bersifat final dan mengikat serta dihasilkan berdasarkan suara mayoritas dan tidak diperkenankan adanya pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Pada Pasal R37 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Para pihak dapat mengajukan gugatan sela (provisional/interm measures) dengan syarat telah mengajukan gugatan, arbitrase biasa atau arbitrase banding kepada ICAS apabila usaha internal sudah diupayakan untuk menyelesaikan sengketa.

Prosedur beracara arbitrase biasa

Berdasarkan Pasal R38 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Permohonan arbitrase mengajukan surat permohonan berisi: 

1. Nama dan alamat lengkap Termohon;

2. Brief statement tentang fakta hukum, legal issue, dan legal argument sebagai bahan pertimbangan CAS.

Permintaannya untuk bantuan;

Salinan kontrak yang berisi perjanjian arbitrase atau dokumen lainnya yang relevan;

Informasi yang relevan tentang jumlah dan pilihan arbiter; jika perjanjian arbitrase yang relevan memberikan tiga arbiter, nama arbiter dari daftar CAS arbiter yang dipilih oleh Pemohon.

Berdasarkan Pasal R39 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, CAS akan menyampaikan permohonan kepada Termohon dan menunggu jawaban yang memuat: eksepsi, jawaban atas pokok perkara, atau counterclaim.

Berdasarkan Pasal  R44.1- R44.4 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes Prosedur arbitrase tediri atas pengajuan berkas secara tertulis, pemeriksaan, pembuktian. Dengan persetujuan para pihak, Panel dapat melanjutkan dengan dipercepat.

Berdasarkan Pasal R44.5 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, jika Pemohon tidak menyampaikan pernyataan klaim sesuai dengan Pasal R44.1, maka permintaan arbitrase akan dianggap telah ditarik. Jika Termohon tidak menyampaikan tanggapan sesuai dengan Pasal R44.1, Panel dapat tetap melanjutkan dengan arbitrase dan memberikan putusan. Jika salah satu pihak, atau saksi, telah sepatutnya dipanggil dan tidak hadir di persidangan, Panel dapat tetap melanjutkan sidang.

Berdasarkan Pasal R46 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Putusan dibuat berdasarkan keputusan mayoritas. Putusan dibuat tertulis, bertanggal, dan ditandatangani. Putusan bersifat final dan mengikat para pihak dalam waktu 30 hari setelah dibacakan.

Prosedur beracara banding

Berdasarkan Pasal R47 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Banding terhadap keputusan federasi dapat diajukan ke CAS jika peraturan federasi menyatakan demikian atau jika para pihak telah menyimpulkan perjanjian arbitrase tertentu dan jika Pemohon Banding tidak memiliki kemungkinan upaya hukum lainnya. Banding dapat diajukan terhadap putusan yang diberikan CAS sebagai pengadilan tingkat pertama jika banding tersebut telah tegas disediakan oleh aturan federasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal R48 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Pemohon banding harus menyampaikan,

Nama dan alamat lengkap Termohon Banding,

Salinan keputusan banding,

Permintaan pemohon untuk bantuan.

Arbiter yang dipilih oleh Pemohon dari daftar CAS, kecuali Pemohon meminta penunjukan arbiter tunggal,

Jika berlaku, permohonan untuk menangguhkan eksekusi keputusan banding serta alasannya,

Salinan ketentuan undang-undang atau peraturan atau perjanjian khusus yang mengatur tentang banding ke CAS.

Berdasarkan Pasal R49 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, apabila jangka waktu tidak ditetapkan dalam federasi maka batas waktu banding harus 21 hari dari penerimaan putusan yang diajukan banding.

Berdasarkan Pasal R51 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, dalam jangka waktu 10 hari dari pengajuan banding, Pemohon Banding harus mengirimkan brief yang berisi fakta hukum, pendapat hukum, dan bukti-bukti yang relevan. Pengajuan banding dianggap gugur apabila Pemohon Banding tidak mengirimkan sampai batas waktu.

Berdasarkan Pasal R55 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Termohon harus menyampaikan jawaban kepada Kantor CAS dalam jangka waktu 21 hari dari diterimanya banding. Jika Termohon tidak menyapaikan jawaban, maka Panel dapat melanjutkan memberikan putusan.

Berdasarkan Pasal R56 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Para Pihak tidak diizinkan melengkapi atau mengubah permohonan atau argumen mereka, menunjukan bukti baru, setelah diberikan jawaban atas  pengajuan banding. Panel diperkenankan untuk mengusahakan penyelesaian sengketa dengan konsisliasi. Perdamaian dapat diwujudkan dalam putusan arbitrase dnegan persetujuan para pihak.

Berdasarkan Pasal R59 Statutes of The Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes, Putusan dijatuhkan berdasarkan kesepakatan terbanyak atau jika tidak ada, maka berdasarkan keputusan President. Putusan berbentuk tertulis, bertanggal, dan ditandatangani. Ringkasan putusan akan dipublikasikan oleh CAS kecuali kedua belah pihak menyepakati lain.

Dispute Resolution Chamber (DRC)

Dispute Resolution Chamber (DRC) dibentuk berdasarkan Regulation on the Status and Transfer of Player (RSTP) FIFA. Keberadaan DRC tertulis dalam pasal 24 ayat 1 RSTP, yang berbunyi “The Dispute Resolution Chamber (DRC) shall adjudicate on any of the cases described under article 22 a), b), d) and e) with the exception of disputes concerning the issue of an ITC.” Dalam pasal 24 ayat 1 RSTP, DRC mempunyai yurisdikasi untuk menyelesaikan sengketa yang diatur dalam RSTP pasal 22 huruf a, b, d dan e. “The DRC shall adjudicate on any of the cases described under article 22 a), b), d) and e) with the exception of disputes concerning the issue of an ITC.”. Jenis-jenis sengketa yang ada dalam pasal 22 RSTP tersebut, antara lain :

“Without prejudice to the right of any player or club to seek redress before a civil court for employment-related disputes, FIFA is competent to hear:

a) disputes between clubs and players in relation to the maintenance of contractual stability (articles 13-18) where there has been an ITC request and a claim from an interested party in relation to said ITC request, in particular regarding the issue of the ITC, sporting sanctions or compensation for breach of contract;

b) employment-related disputes between a club and a player of an international dimension; the aforementioned parties may, however, explicitly opt in writing for such disputes to be decided by an independent arbitration tribunal that has been established at national level within the framework of the association and/or a collective bargaining agreement. Any such arbitration clause must be included either directly in the contract or in a collective bargaining agreement applicable on the parties. The independent national arbitration tribunal must guarantee fair proceedings and respect the principle of equal representation of players and clubs;

c) employment-related disputes between a club or an association and a coach of an international dimension, unless an independent arbitration tribunal guaranteeing fair proceedings exists at national level;

d) disputes relating to training compensation (article20) and the solidarity mechanism (article 21) between clubs belonging to different associations;

e) disputes relating to the solidarity mechanism (article 21) between clubs belonging to the same association provided that the transfer of a player at the basis of the dispute occurs between clubs belonging to different associations;

f) disputes between clubs belonging to different associations that do not fall within the cases provided for in a), d) and e).”

Melalui pernyataannya, FIFA mengakui keberadaan DRC sebagai salah satu badan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh FIFA dan bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa sepakbola.

“The Players’ Status Committee (PSC) and the Dispute Resolution Chamber (DRC) are FIFA’s decision-making bodies that deal with various contractual and regulatory disputes between member associations, clubs, officials, players, intermediaries and licensed match agents. The PSC also sets up and monitors compliance with the Regulations on the Status and Transfer of Players and determines the status of players for various FIFA competitions. The DRC, meanwhile, provides arbitration and dispute resolution on the basis of equal representation of players and clubs with an independent chairperson.” 

Pasal 4 Rules Governing the procedures of the Players’ Statuts Committee and the Dispute Resolution Chambers menjelaskan bahwa komposisi dari DRC terdiri dari 24 anggota yang terdiri dari perwakilan pemain dan perwakilan klub dengan jumlah yang seimbang yang ditunjuk oleh asosiasi pemain dan klub atau liga. “….The 24 members of the DRC, made up of an equal number of player and club representatives, shall be appointed on the proposal of the players’ associations and the clubs or leagues.”
Pasal 6 ayat 1 Rules Governing the procedures of the Players’ Statuts Committee and the Dispute Resolution Chambers menjelaskan bahwa, Subjek hukum yang dapat bersengketa di forum ini adalah asosiasi sepak bola anggota FIFA, klub, pemain, pelatih atau penyelenggara pertandingan yang berlisensi dan agen pemain yang berlisensi. “Parties are member associations of FIFA, clubs, players, coachesor licensed match and players’ agents.”

Dalam pasal 9 ayat 1 Rules Governing the procedures of the Players’ Statuts Committee and the Dispute Resolution Chambers menjelaskan bahwa prosedur yang digunakan adalah dengan tertulis, dimana gugatan dimasukkan dengan menggunakan satu dari empat bahasa resmi yang digunakan oleh FIFA melalui sekjen FIFA. Dalam gugatan harus mengandung ketentuan, yaitu :

“the name and address of the parties;

the name and address of any legal representatives, if applicable, and the power of attorney;

the motion or claim;

a representation of the case, the grounds for the motion or claim and details of the evidence;

documents of relevance to the dispute, such as contracts and previous correspondence with respect to the case in the original version and, if applicable, translated into one of the official FIFA languages (evidence);

the name and address of other natural and legal persons involved in the case concerned (evidence);

the amount in dispute, insofar as it is a financial dispute;

proof of payment of the relevant advance of costs for any proceedings before the Players’ Status Committee or the single judge, or for any proceedings related to disputes concerning training compensation or the solidarity mechanism (cf. art. 17);

the date and a valid signature.”
Proses ajudikasi DRC bertempat di markas FIFA di Zurich. Swiss.

Proses pembuktian diatur dalam pasal 12 Rules Governing the procedures of the Players’ Statuts Committee and the Dispute Resolution Chambers yang didasari oleh hal-hal berikut,

“Evidence consists of party testimony, witness testimony, documents, expert reports and all other pertinent evidence.

Evidence shall be heard only in respect of facts relevant to the case.

Any party claiming a right on the basis of an alleged fact shall carry the burden of proof. During the proceedings, the parties shall submit all relevant facts and evidence of which they are aware at that time, or of which they should have been aware if they had exercised due care.

The Players’ Status Committee and the DRC may also consider evidence not presented by the parties.

The Players’ Status Committee and the DRC may use any documentation or evidence generated by or contained in TMS (in accordance with art. 6 par. 3 of Annexe 3 of the Regulations on the Status and Transfer of Players).

If the hearing of presented evidence is associated with high costs, it may be made dependent upon the party paying the anticipated costs within a set time limit.

Evidence shall be considered with free discretion, taking into account the conduct of the parties during the proceedings, especially a failure to comply with a personal summons, a refusal to answer questions and the withholding of requested evidence.”
Pada pasal 16 ayat 11 Rules Governing the procedures of the Players’ Statuts Committee and the Dispute Resolution Chambers dijelaskan mengenai batasan waktu yang diatur oleh DRC, “If a substantiated request is submitted before the time limit expires, an extension of a maximum of ten days may be granted, but only once.” Normalnya adalah berlangsung tidak kurang dari 10 hari dan tidak lebih dari 12 hari. Pada kasus yang darurat, batasan waktu bisa dikurangi hingga 24 jam.

Pasal 18 ayat 2 Rules Governing the procedures of the Players’ Statuts Committee and the Dispute Resolution Chambers menjelaskan bahwa, “DRC proceedings relating to disputes between clubs and players in relation to the maintenance of contractual stability as well as international employmentrelated disputes between a club and a player are free of charge.” Proses di DRC yang berkaitan dengan sengketa antara klub dan pemain dalam hubungan mengenai maintenance of contractual stability dan juga dalam sengketa mengenai hubungan kerja internasional antara klub dan pemain tidak dipungut biaya.

Putusan dari DRC juga dapat diajukan banding ke CAS, hal ini berdasarkan pada Pasal 58 ayat 1 Statuta FIFA, “Appeals against final decisions passed by FIFA’s legal bodies and against decisions passed by confederations, member associations or leagues shall be lodged with CAS within 21 days of receipt of the decision in question.”
National Dispute Resolution Chamber (NDRC)

National Dispute Resolution Chamber dibentuk berdasarkan surat edaran FIFA nomor 1129 (Circular FIFA No.1129), NDRC sendiri dibentuk karena tidak semua anggota FIFA memiliki lembaga pengadil pada sengketa ketenagakerjaan antara klub dan pemain sepakbola. Dalam rangka menguatkan yurisdiksi dari anggota asosiasi, FIFA mempercayakan anggota asosiasi untuk bertanggungjawab secara penuh dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan antara klub dan pemain sepakbola. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah National Dispute Resolution Chamber, yang mana telah disetujui oleh Komite Eksekutif FIFA.

NDRC sendiri baru terbentuk di Indonesia pada tahun 2019 (PSSI, 2019) Pasal 2 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia menjelaskan bahwa yurisdiksi NDRC Indonesia adalah untuk menangani sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara klub dan pemain sepakbola di Indonesia, 

“NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap Sengketa di antara Klub Sepak Bola dengan Pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas Kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta Sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama Klub Sepak Bola maupun antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola.”

Sedangkan, padal Pasal 14 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dalam NDRC adalah klub dan pemain sepakbola yang berada dalam satu asosiasi, “Para Pihak yang dapat menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase di NDRC Indonesia meliputi Klub Sepak Bola, Sekolah Sepak Bola dan Pemain.”

Hukum yang digunakan oleh NDRC Indonesia untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah peraturan-peraturan yang diadopsi dari statuta FIFA, statuta PSSI, dan peraturan-peraturan lain. Ketentuan ini tertulis pada Pasal 4 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia,

“Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk saat mengkaji Kontrak yang menjadi dasar dari setiap Sengketa, NDRC Indonesia menerapkan kerangka peraturan PSSI, terutama peraturan-peraturan yang diterapkan berdasarkan Statuta dan peraturan-peraturan FIFA. Diantara peraturan-peraturan tersebut, yang terutama adalah FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, dan peraturan yang disahkan oleh PSSI untuk menerapkan Regulations on the Status and Transfer of Players dalam kewenangannya.”

Komposisi NDRC Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat 1 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia, yang terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih secara langsung atas dasar kesepakatan bersama antara APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola, 5 (lima) arbiter anggota yang dipilih oleh APPI, dan 5 (lima) arbiter anggota yang dipilih oleh klub;

(1)“Pada tingkat pertama, NDRC Indonesia memiliki 12 (dua belas) Arbiter anggota yang akan bekerja untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang dapat diperbaharui dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat pertama yang dipilih atas dasar kesepakatan bersama/konsensus antara APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola dari sebuah daftar berisikan beberapa nama calon Arbiter yang dipersiapkan oleh PSSI. Dalam mempersiapkan daftar nama tersebut, PSSI dapat menerima masukan dari APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola;

5 (lima) Arbiter anggota yang dipilih dan diangkat oleh APPI, 3 (tiga) orang diantaranya harus memiliki posisi independen dari Pihak manapun yang dapat menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia dan 2 (dua) orang yang lain dapat memegang jabatan pada APPI selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia; dan

5 (lima) Arbiter anggota yang dipilih dan diangkat atas usulan Perwakilan Klub Sepak Bola, 3 (tiga) orang diantaranya harus memiliki posisi independen dari Pihak manapun yang dapat menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia dan 2 (dua) orang yang lain dapat memegang jabatan pada Klub Sepak Bola tertentu selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia.”

Setiap pihak yang tunduk dalam yuridiksi NDRC Indonesia wajib  memasukan suatu klausula arbitrase dalam kontrak yang disepakati oleh mereka, ketentuan ini tertulis dalam pasal 3 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia,

“Para Pihak menundukkan diri kepada yurisdiksi NDRC Indonesia dengan memasukkan klausula arbitrase NDRC Indonesia di dalam Kontrak diantara mereka, yang berbunyi sebagai berikut: penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.”

Pasal 17 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia menjelaskan bahwa proses beracara pada NDRC indonesia hanya dilakukan melalui penyampaian dokumen (permohonan dan jawaban),

“Arbitrase pada NDRC Indonesia dilakukan hanya dengan penyampaian dokumen (Permohonan dan Jawaban), tanpa memerlukan kehadiran langsung Para Pihak di persidangan. Kehadiran Para Pihak hanya diperlukan untuk kepentingan tanya jawab dan pembuktian, apabila hal tersebut diminta oleh Majelis Arbitrase.”

Pasal 18 ayat 1 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia menyebutkan bahwa para pihak yang ingin mengajukan suatu sengketa kepada NDRC Indonesia harus mengajukan permohonan tertulis dengan mencantumkan beberapa ketentuan, yaitu:

(1)“Setiap Pihak Pemohon yang bermaksud menyampaikan suatu Sengketa kepada NDRC Indonesia berdasarkan Peraturan ini harus mengajukan Permohonan tertulis kepada NDRC Indonesia melalui Sekretariat yang setidaknya mencantumkan:

Identitas lengkap Pemohon dan Termohon, yang meliputi nama lengkap, kapasitas Pihak tersebut dan alamat Pihak atau perwakilan/kuasanya;

Formulir Permohonan Pendaftaran yang disediakan oleh NDRC Indonesia, yang telah dilengkapi oleh Pihak Pemohon;

Keterangan yang menyatakan adanya klausul arbitrase yang mengikat Para Pihak dalam Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 3;

Pernyataan singkat mengenai Sengketa, yang meliputi fakta dan dalil hukum;

Alat bukti yang mendukung fakta dan dalil hukum yang disampaikan oleh Pemohon; dan

Tuntutan yang dimohonkan oleh Pemohon dan besaran tuntutan, apabila obyek tuntutan memiliki nilai ekonomis.”

Pasal 27 ayat 1 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia menyebutkan bahwa proses berlangsungnya sidang di NDRC Indonesia berlangsung secara tertutup dan tidak perlu dihadiri oleh para pihak yang bersengketa,

“(1)Pada prinsipnya, proses penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia dilakukan secara tertutup dan dilakukan tanpa kehadiran Para Pihak, namun demikian jika diperlukan Majelis Arbitrase dapat memanggil Para Pihak untuk hadir di sidang. Apabila salah satu Pihak tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan oleh Majelis Arbitrase, maka Pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk hadir.”

Proses banding bisa diajukan kembali kepada NDRC dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah dikeluarkannya putusan dari majelis arbitrase NDRC Indonesia, ketentuan ini tertulis dalam pasal 31 ayat 1 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia,

“(1)Banding harus diajukan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Putusan disampaikan oleh Majelis Arbitrase, dengan syarat pemohon banding memiliki bukti baru yang belum pernah diajukan dan belum diperoleh oleh pemohon banding pada pelaksanaan Arbitrase NDRC Indonesia di tahap pertama serta pemohon banding membayar biaya pendaftaran tahap banding.”

Para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui NDRC Indonesia tidak dibebani biaya sama sekali, kecuali dalam tahap banding, ketentuan ini tertulis dalam Pasal 34 Regulation National Dispute Resolutions Chamber Indonesia, “Proses Arbitrase di NDRC Indonesia adalah bebas biaya, kecuali untuk tahap Banding.”

Sejak dibentuknya NDRC Indonesia pada tahun 2019, beberapa pemain dan klub sepakbola di Indonesia sepakat untuk menjadikan NDRC Indonesia sebagai forum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam sengketa terkait pembayaran upah pemain. Terhitung, sudah 20 perkara terkait keterlambatan pembayaran upah pemain yang sudah diterima dan diselesaikan oleh NDRC Indonesia.  Keberadaan NDRC Indonesia dianggap bisa menjadi pilihan terbaik sebagai forum penyelesaian sengketa bagi para pemain sepakbola profesional di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah, mengingat proses penyelesaian sengketa di NDRC Indonesia jauh lebih mudah dan cepat dibanding forum lainnya. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa di NDRC Indonesia cukup terjangkau, bahkan tidak dipungut biaya. Faktor-faktor tersebut membuat pemain tidak akan kesulitan lagi dalam menyelesaikan permasalahan dengan klubnya.

PENUTUP

Kesimpulan

    Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pemain sepakbola profesional di Indonesia sebagai pekerja tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU SKN. Faktanya, FIFA sebagai satu-satunya organisasi terbesar dalam ranah sepakbola secara tegas melarang setiap anggotanya menyelesaikan permasalahan/sengketa sepakbola diluar ketentuan FIFA, dan harus menyelesaikan sengketa melalui forum yang disediakan oleh FIFA maupun PSSI sebagai federasi sepakbola Indonesia yang merupakan anggota FIFA. Hal ini berdasarkan pada konsep Lex Sportiva yang merupakan sistem hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan bersifat internasional, berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa diperbolehkan adanya intervensi dari hukum positif suatu negara maupun intervensi dari hukum internasional. Ketika peraturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh anggota FIFA, maka FIFA akan secara tegas memberikan hukuman atau sanksi kepada setiap anggota yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI. Sebagai pemain sepakbola yang bermain dalam klub yang menjalani kompetisi yang berada di bawah naungan PSSI sebagai anggota FIFA, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap pemain untuk mentaati ketentuan tersebut. FIFA melalui statutanya telah menyediakan beberapa forum penyelesaian sengketa untuk pemain dan klub yang bermasalah, yaitu Court of Arbitration for Sport (CAS), Dispute Resolution Chamber (DRC), National Dispute Resolution Chamber (NDRC).
SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pemain diperlukan pemahaman terhadap isi kontrak dengan klub. Sehingga ketika terjadi permasalahan, pihak pemain tidak menjadi korban dan mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Klub wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan dari para pemain, klub juga wajib memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemain, seperti pemenuhan upah pemain yang harus dibayarkan sesuai yang tertulis dalam kontrak.

3. Perlu ketegasan PSSI sebagai federasi dalam memperhatikan permasalahan yang terjadi antara klub dan pemain. PSSI wajib memberikan sanksi tegas kepada klub yang menunggak upah pemainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Diperlukan adanya keseragaman isi kontrak satu pemain dengan pemain lainnya terkait dengan forum penyelesaian sengketa yang dipilih ketika terjadi permasalahan dengan klub.
5.    Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam sepakbola di Indonesia harus diselesaikan dan menuju pada satu Badan Peradilan arbitrase yang sesuai dengan aturan yang terdapat pada Statuta FIFA maupun PSSI, dalam hal ini adalah National Dispute Resolution Chamber Indonesia.
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